WALIKOTA MOJOEKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJORKEATT

NOMOH @ 28845, 45 2q77.107.3/2021

TENTANG

FENGOGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERT KAUMAN 1 KOTA MOJOKERTO
DAN SEKAOLAH DASAR NEGER] KAUMAN 2 KOTA MOJOKERTDC MENJAL
SERDLAH DASAR NEGERI KAUMAN KOTA MOJOKERTOD

Menimbang

"
+

WALIKOTA MOSOKERTO,

a. bahwa sebapal upava untuk meningkatkan efektifitas dan

elisiens penyelenggaraan kegialan belajar mengajar tingxat
pendidikan dasar di Kota Mojokerto, maka dua atau lehih
Sckolah Dasar Negeri perlu | digabung  dalam saw
pengelolaan dengan memperhatikan knteria pengpabiiogan
vang sesuai dengan peraturan perundanp-undangan vy
berlakou,

bahwa dalam rangka mengoptimalkan e lelola
pendidikan untuk menjamm  cickinitas, chsien= dan
akunrahilitas pengelolaan nendicikan dan melaksanszkan
ketentuan Pasal 7 Peraturan Walikota Mojolerto Nomer 26
Tahur: 2027 wentang Pedaman Penggabungan Sekolah Diosar
Neper: di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebucayvean
Aota Mooxgerto, T thlzksanalkan mekanigme
penipgabungan  Sekolzh Dasar Negerr [BON denesan
menetapkan Keputusan Walidota tenmang Penggabuiignn
AN,

bahws berdassrkan pertimbanpgan schagaimana dimaksad
dalem huraf a dan hurul b, serta guna penggabucean
Sekolan Dasar Meger |20X] dapac berjzlan dengan lancar
dan  davat dipertanggungjaesbkar,  perlu menstapaan
Keputusan Walikota tentang Penppzbungan Selalah Desar
Meperi Kauman 1 Kota Mojokerie dan Sekolah Dasar Mererd
Kauman 2 Kota Mojokerto menjaci Selolah Dasar hepen

Baurmar Kata Maojolke rto;



Mengingat ¢ 1.

Undang-Undang Nomor 17 | Tahun 1930  fentang
Pembentulkan Dacrah Kota Kecil dalam Lingkunpgan Propirisi
Jaws Timur Jawa TengalfJews Baret scbhageimana tolah
diubah derpgan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195
tentang [Perubahan Undanp-Undang Nemer 16 dan 17
Tahun 1930 tentang Pembentulian Kota Kota Besar can
Hota-kota Kecil di Jaws {Lembaran Negarga Republik
Indonesia tahun 1934 Nemors €0, Tamboahan Lembaran
Negara Repablik Indonesia Romor 5311;

Undang Urndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidilkan Nasicnal [{Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Neomor V8, Tambahan Lembaran MNegiars
Republiz Indonesia domaor £301);

Indang-tUndang Nomor 23 Tahun 2014 lenting
Pemerintahan Dasral (Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2014 XNomor 244, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indoncsia Nomor 558%] sebagaimana telah diubah
beberapa kali teraikchir dengen Undang-Uhndang Nomor 9
Tabur 20 5 tentang Perubaban Kedos atas Dndeng- ndanrng
Momor 23 Tahun 2014 fenlang

Pemersintahan  Daecak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo
58, Tambahan Lembaran Negara Hepublilt Indonesia Nomar
2G79);

Feratuiran  Femerintab Normor 47 Tahoan 1983 tentang
Perubahar Batas Wilsvah Xomwmmadya Dacrah Tinglaar 11
Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor T4, Tambahan Lembaran Negars Repohlik
Indonesia Momor 3242],

Peraturen DPemeriatah domor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Peovelenggaraan Pendidikan (Lembamn
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
31035] s=ebagaimana telah diybek dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tak e 2000 tensange Perubanan &as
Pergturan Pemerintah MNomor 17 Tahoan 20010 1entang
Pengelolnan  darn Penvelenggoraan  Pendidiloam (Lembiran
Nepgara Republilk  Indonesia Tahun 200000 Nomoe 112,
Tamhbahan Lembaran Negara Reaublik Indonesia MNomer
5157

Peraturan Pemerinteh Nomor 57 Tabon 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Nepara Republilk
Indonegia Tahun 2021 Nomor 87, Tamhahan lLembsoan

Negara Republik indonesia Nomor 6676);



Menetapxan

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 24 Tahun
2007 lentang Slandar Serane dan Prasarana untule 510/ ML
SMPIMTs dan SMA/MA;

2. Peraluran Menter Pendidikan dan kebudayvasn Nomor 36

Tahun 2014 tentzng Dedomar Pendirian, Perubahan dan

Henutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Derita

Negara Republik indonesia Tahun 20149 Nemor 607},

9. Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudeavasn Nomor 22
Tahun 2016 tencang Standar [Froses Pendidikan Dasar (dan
Menengah (Qerita Negara Bepubhk Indonesia Tahun 2010
MNomor 9535,

10 Keputusaen Menteri Dalam Neperi Nomor 421.2/025017
Bangda, 1998 1entang Podoman Pelaksanaan Pengeabungan
Sekolah Dasar;

11. Kepulusan Mentor Pendidilkan Naszional NOmor
DR 2002 tentane Pedoman Pondirian Sckolah;

12, Peraturan Daerah Kota Mojokerio WNomor 23 Tahun 2019
tentang Penvelenggaraan Fendidilkan |Lembaran Daerah
Kota Mojokerte Tahun 2019 Nomor 23/D, Tambahan
Lembaran Daeralh Kota Maojokerio Nomar 23 /1),

13, Peraturan Walikota Mojokertg Nomoo 260 Tahien 20021
tentang Pedoman Pengeabungan Seixclah Desar MNege: i
Lingkungan Dinas Pendicikan dan Kebudayaan Rota
Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojolterto Tahun 2021 Nomor
o B

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Penggabungan Sckolah Dasar Negerl <aumean 1
Kota Mojokerto dan Sckolall Dasar Negeri Rauman £ hota
Mojokerto menjadi Sekolabh Dosgar Megeri Kauman  kola
Mojokerto, dengan data sebagaimana tercentum  dalam
lampiran Keputusan i,

Sarana dan prasarana bagr Sekolah Dasar Negeri yvang
dipabung tetap menjadi azet Pemerintab Kota Majokerio o
bawan pengawasan dan tangeung Aawab Dinas Pendidikan dan
Kebudavaan Kota Mojokerto,

Segala pembievaan vane thimbu! sebagai akilat dikelua-kannys
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Fendapartan dan

Belanin Dacrah Kote Mojokorto,



KEEMPAT  : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dritetapkan di Mojokerto
pada tanggal 2  Agustus 2021
=
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